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TINDAK PIDANA TRAFFICKING MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Trafficking
Tindak pidana dalam hukum Islam sering disebutndan Jarimah
secara etimologi berarti tindak pidana, peristividapa, delik pidana dalam
hukum positif, sedangkan menurut terminologi jatimelah larangan-larangan
syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuntedd atauta’zir. larangan
dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilaraag ateninggalkan
perbuatan yang diperintahkan dan larangan terskhuis datangnya dari

syara®. Jarimah berasal dari kafgu>) yang sinonimnygakd y u.S) artinya:
berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaird Bhusus untuk usaha
yang tidak baik atau usaha yang dibenci mafu®ari pengertian tersebut
diatas bisa ditarik suatu definisi yang jelas, balavimah itu adalah:

SEELA 3yl Ja1; (52 s hle (K LSS )

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari
kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian jarimah tersebut diatas adalah pengesgang umum,

dimana jarimah itu disamakan denggridl) dosa dar(3bill) kesalahan,

! Rohmadi, Diktat Figh Jinayat, Semarang: fakultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang,2010, him.2

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isladakarta:Sinar
Grafika,2006, him.9



14

karena pengertian kata-kata tersebut adalah pedsmggerhadap perintah dan
larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengiekibAukuman duniawi
maupun ukhrowi.
Dalam memberikan definisi Jarimah, Imam Al Mawargingemukakan
sebagai berikut:
adsiiadeie I dina 5 Be Ha & shia 1Al

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangehol
syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir

Tindak pidana jarimah) dalam hukum Islam tidak dibagi secara jelas
seperti halnya hukum positif tetapi pembedaan bertsterdapat dalam sanksi
pidananya yaituHudud,QishashdanTa’zir

Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan “pigantiindak berarti
perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana beralikokan kejahatan atau
kriminal. Moeljathno memberikan definisi tindak pidasama dengan perbuatan
pidana, kata “tindak” menyatakan keadaan kongkebagaimana halnya
dengan peristiwa, dan tidak menunjukan kepada haly yabstrak, seperti
perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah lakualggerik, atau sikap
jasmani, istilah tindak pidana baik dalam pasakpg® maupun dalam
penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatesup&@n® Dari berbagai

definisi di atas, menunjukan bahwa yang dimaksudgde tindak pidana

% Moeljatnao, Asas-Asas Hukum Pidandakarta: PT Rineka Cipta, 1993, him. 55
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adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan &aadéaentu yang dilarang
oleh undang-undang serta diancam dengan ketenidiamap

Tindak pidana dalam hukum Islam tidak dibagi segatas seperti
halnya hukum positif tetapi pembedaan tersebutapatd dalam sanksi
pidananya yaituHudud,QishashjanTa’zir.

Adapun trafficking diartikan sebagai tindakan dan tindakan tersebut
meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungangipean, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekgrasggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, daalagunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan uang atau membebkgaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yangegmemg kendali atas
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalareg&ta maupun antar
Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkang tereksploitasi

Unsur-unsur dari perdagangan orang tersebut dapatplilkan sebagai
berikut:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkamyenebunyikan atau
menerima.

2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: antapemggunaan paksaan,
berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan,cur&egan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atabbepan/penerimaan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahur?ZDéntangPemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
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pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh ppr@etwalari orang
yang memegang kendali atas korban.

3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitasau bentuk ekspoitasi
seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghampangambilan organ
tubuh.Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu digikhn adalah unsur
tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anakk tdibatasi masalah
penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap hatuk eksploitasi.

Dalam hukum Islam memantafficking tidak dibahas secara jelas
dalam Al-Qur’an trafficking dalam hal ini hampir mirip dengan konsep budak,
akan tetaptrafficking ini melanggar hak asasi yang tertuang dalamuilag
yang menjual orang-orang yang merdeka secara agdarang. Sedangkan
budak jaman jahiliyyah diperbolehkan karena yamngatlitu orang yang belum
merdeka Syekh Muhammad ibn Salim ibn Said Al-Syafi'l dald@ryanya
Is’adurrofig mengatakan bahwa:

“Haram dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidakabdimiliki
seperti jual beli manusft&

Sedangkan Sayyid Abdurrohman ibn Muhammad ibn Huskglam
Bughyatul Musytarsyidimengatakan bahvia

“Tidak boleh menjual anak karena mereka butuh paafkam, sebab jaul
beli manusia adalah haram. Kalau ada bapak ataungrdain yang

> Syekh Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al- Bukhomlatan al-Bukhori Juz I,
Semarang: Toha Putra, t.t., halm.81.

® Syekh Muhammad ibn Salim ibn Sa’id Al-syafi'i@p.Cit.

" Sayyid Abdurrohman ibn Muhammad ibn HusaiBughyatul MusytarsyidinSurabaya:
Haramain, t.t, halm. 243.
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menjual anak, maka ia menanggung harganya dan perdak dapat
menguasai mereka. Anak-anak ini kebutuhannya digaing oleh Negara
kemudiian umat Islam yang kaya

Larangan menjadikan manusia untuk tujuan porstdissbutkan dalam

QS: al-Nar: 38
oo OXxCNAA Lo de FEXNHDEICO0OO0M e
% %R O AOBAEN, ¢O€COGY®
JIRSRS + 76 RIS OONCIOORD
! TR NAPNZFPRER T DN AN S+
0008 VEHOMIGNEN W I $HUOACSIIZEO
JLAERCORO GO 0 Jx3=1 {7 L2

PLEIQONAIN QRO ILDLN €GN 0B o
200D 0700 B X COIORE ILE & O00.°
VO LA Ao rSe  *Porde  E¥a O IOKE
B ODOHOSED = <o 0] PRAED s S @ 7

(7] JZ2 AN A2 0@ D@ deco
)00 rHND VAL ¢ N@EN W S
BX-A70¢d0=¢d0 @ wgesed s Yblm T N
gOg0e00eNEa 3 L 2K 12X AN
JIK2R Jdm g PR 07806 JORVGYARERIT
GAINE ALarSe OQRXee OO VLLKOSERG
o BEROASESIESE X2 INTSEANNG)) JO7 X 2N

SH0Nn.0=06 60> AXIN

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak (belum) mampu kawin
hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah
menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang
kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk
pembebasan dirinya) hendaklah kamu buat perjanjian
dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada
mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk
melakukan pelacuran, padahal mereka menginginkan

8 Departemen Agamail-Qur'an dan Terjemahanny&emarang: Thoha Putra, 1989, him.
549,
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kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntanga
duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”. (Q.S. al-
Nur:33).

B. Dasar Hukum Jarimah Trafficking

Dalam menentukan sanksiafficking harus diketahui terlebih dahulu
bentukjarimah serta dampak yang ditimbulkan akibefficking. Suatu kasus
dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282#%8d.5L. PN.Btg. yakni
Terdakwa Sopiyah telah menyuruh melakukan kemaksiaerta membantu
dalam hal kemaksiatan yang mengakibatkan kerus@kafsadah, berdampak
cacat fisik, cacat mental, hamil serta penyakit mtemlainnya.

Perbuatan Sopiyah tersebut bisa dimasukkan dalakanian ta'zir
karena Perbuatan Sopiyah itu termasuk perbuataa gasg tidak ada
ketentuarhadd(hukuman) maupukafarah(denda).

Adapun berat ringanny#a’zir yang akan dijatuhkan kepada pelaku
disesuaikan dengan kondisi korban serta parahngiu gelanggaran. Dalam
hal ini pelaku telah terbukti melakukan perekrutpenerimaan, penipuan,
penampungan seseorang dengan tujuan eksploitasbaiKodipaksa untuk
melakukan pelacuran yang berakibat rusaknya masmderban.

Disamping itu perbuatan pelaku juga bisa dikatégori sebagai
kejahatan kemanusiaan karena merampas dan meraddaak dasar manusia,

juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang gliparajaran agama
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seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Ni&iyang sangat penting dan

menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hublegaanusiaan ideal
Untuk itu, penulis menganggap bahwa pelaku pelaagggrsebut bisa

dikenakan sanksi yang sangat berat sampai dengammiam mati. Dalam

hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa:

OB 43 56 o R8I 0 Aalls o Gl (8 a1 L3S el 30 LSS
Se Gdad il b 55 S A Ga e el adde il La ()
A5 5H 5 5 5l i aile ) Loa 20 8 R 28 EASE s Ll

(ol °‘}J):“;‘L:‘j§3§

“Abu Nuaim telah menceritakan kepada kamu, (ia
berkata) Abul Umais telah menceritakan kepada kdra), dari
lyas bin Salamah bin Al Akwa’ dari ayahnya: ia ket nabi
SAW. Bersabda: seorang tokoh kaum musyrikin mendatédabi
SAW ketika beliau sedang dalam suatu perjalanaangitersebut
mendekati para sahabat dan melakukan hasutan patgi. Maka
Nabi SAW bersabda: “carilah orang tadi dan bunuHlahaka
iapun dibunuh dan hartanya dijadikan rampasan peran
(HR.Bukharif.

Dalam riwayat shohih juga disebutkan bahwa:

“Umar ra. Mengumpulkan tokoh Ulama’ dari kalangan
sahabat (semoga Allah melimpahkan keridhoan kepaeieka)
dan bertukar pendapat dengan mereka tentang hukibagaorang
yang melakukan sodomi, maka mereka menfatwakan agar

° 1bid.,halm.592
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diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Inméasuk
gambaran terdahsyat dalam masalah ta’zir. Dan &tvayga
menyatakan bahwa Ali ra. Mendapati seorang laki-Bddang
berduaan dengan seorang perempuan yang melakukamajze
mesum namun tidak sampai melakukan hubungan badd@ Ali
ra. Memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali”.
C. Pelaksanaan Hukuman Dalam | slam
Hukuman dalam Islam disebut dengaqgubah, yaitu pembalasan
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakan&adanya pelanggaran
atau ketentuan-ketentuagara’'® Hukuman dalam Islam diterapkan setelah
terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umuaupem khusus.
Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman daldamsdianggap sebagai
suatu tindakankhtiyat, bahkan hakim dalam Islam harus menegakan dua
prinsip:
1. Hindari hukumarhaddalam perkara yang mengandung hulauihat.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaadlkeainpada salah
menjatuhkan hukuman.
Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan olemalafigh ada
beberapa kriteria:
1. Hukuman itu bersifat Universal, yaitu dapat mengikan orang dari

melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadatkanrmendidik bagi

pelakujarimah.

Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islamjakarta: Sinar Grafika, 2005, him. x
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2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kedmututan

kemaslahatan masyarakat.

Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan apanc
kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukunyang
disyariatkan, karena harus dijalankan.

Hukuman dalam islam bukan hal balas dendam, tetapk melakukan
perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Ulama’ figh mengemukakan bahwa hukuman pada sdtragak

pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1.

Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sunfftukum yang
telah ditetapkan dan diakui oleh syariat IslambBatan dianggap salah
jika ditentukan olehnash Prinsip ini dalam hukum disebut dengan
istilah asas legalitas.

Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak n@ide&karena
pertanggung jawaban tindak pidana hanya dipundékkpeya, orang
lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana gagilakukan oleh
seseorang.

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagusdi orang, karena
pelaku tindak kejahatan dihadapan hakim berlakuasa®rajatnya,

tanpa membedakan apakah orang itu kaya atau miskkyat atau
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penguasa. Sehingga dalgarimah gishasbila pelakunya sekalipun

penguasa dikenakan hukuman juda.

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjavialak lain
bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertibasyanakat atau kata lain
untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Hukum&h AWT merupakan
kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap oraggpai dengan tujuan hukum
Islam yaitu untuk menciptakan ketentraman individan masyarakat serta
mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimb&argikan terhadapa
anggota masyarakat baik yang berkenaan denganhasa dan kehormatan
seseorany

Apabilajarimah sudah bisa dibuktikan dan tidak ajabhatmaka hakim
harus memutuskannya dengan melakukan hukudsdd, Qishash diyatatau
ta’zir.

Adapun jarimahta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir. Pengertianta’zir menurut bahasa adaléwdib atau memberi pelajaran.
Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikexkan oleh imam Al-
Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

330801 e ¢ 538 &1 58 e Caals 1y 58005

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa dak
pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara

" Makhrus MunajatHukum Pidana Islam Di Indonesi¥ogyakarta : Teras, 2009, him. 112-
115

12 Mahrus MunajatDekonstruksi Hukum Pidana Islaivipgyakarta: Logung Pustaka, 2004,
halm.52
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Oleh karenanya Hakim diperkenankan mempertimbandpeak bentuk
ataupun hukuman yang akan dikenakan, bentuk hukuteagan kebijaksanaan
ini diberikan dengan mempertimbangkan khusus tgntaerbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan sosial dalam peradabansmadan bervariasi
berdasarkan metode yang digunakan pengadilan atajgmis tindak pidana

yang dapat ditunjukkan dalam undang-undhg.

13 Abdur RahmanSyari‘at Hukum Islamjakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996 him.16



